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Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian Modzl Iransformasi Pembangunar [esa
Inklusif dan Eerkelanjutan (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini dibuat pada hari Rabu,
tanggal dua puluh tujur bulan Maret tahun duz fibu dua puluh empat (27-03-2024),
hertempat di.la<arta, yang bertandza tangan ci bawah ini:

Irwanda Wisnu Wardhana, S5.5T., MPP., Ph.D., selaku Kepaa Pusat Riset
Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatar, Organisasi Riset Tata Kelola
Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat. Badan Riset dan
lnovasi Nasional, berkeducukan di Gedung Widya Craha Lantai 9 - JI Gatot
Subroto No 10, Jakarta 12710, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan
[novasi Nasional Nemor 1586/1/KP/2022 tanggal 8 April 2022 dalam hal ini
berindak untuk dan atas name Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi
Kerakyatan, Organisasi Riset Tata Kelola Pamerintahan, Ekonomi dan
Kesejahterasn Masyarakat, Badan Riset lnovasi Nasional, yang selanjutnya
disebut PIHAK KESATU, '

Dr. Finnah Furqoniah, M.5i., selaku Cekan Fakultas [Imu Sosial dan limu Fclitik,
Universitas Mulawarman, berkedudukan di Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung
Kelua, Semarinda, <alimanten Timur 75123, berdasarkan Surat Keputusan
Rektor Universitas Mulawarman Normor: 2043/UN17/KP.12.08/2023 tanggal 28
Juli 20223, dalam hal ini bertincak untuk dan atas namz Fakulies llmu Sasial can
IImu Pelitik, Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yzng selanju:nya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menaranckan

hal-
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hal sebagai beri<ut:

bahwa antara Badan Risct dan Inovasi Nasional dan Universitas Mulawarman
tclah memiliki Nota KesepahaTan ! Memarandum of Understanding (McU)
Nomor: 150/1/KS/11/2022 dan Nomor: 67 Tahun 2022 tanggal 14 November 2022,
tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruar Tinggi untuk Mendukung Riset dan
Inovzsi Nasional.

bahwa PIHAK KESATU adalah Pusat Riset yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Crganisasi Risct Tata Kecla Pemerirtahan,
Ekonomi, dan <csejahteraan Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan
tugas teknis penelitian, pengembangan, pengksjian, dan penerapan, serta invensi
dan inovasi di bidang kcperasi, korporasi, dar ekonomi kerakyatan, berdasarkan
Peraturan Bacan Riset dan Inovasi Masional Nomar 16 Tzhun 20227 tenlang
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tata Kelola FPemerintahan,
Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat.

bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas limu Sosizl dan llmu Politi<, Universitas
Mulawarman, salah satu unsur fakultas pada Universitas Mulawarman, yang
mempJanyai fugas teknis penyelenggaraan pendidi<an, peneltian, dan
pengasdian kepada masyarakat berdasar<an Peraturar Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan linggi Nomaor 9 Tahun 2015 tentang Qrganisasi dan Tata Kerja
Uiniversitas Mulawarman, sebageimana telah diunah dengan Peraturan Menieri
Riset, Teknologi, dan Pzndidikan Tinggi Nomor Z€ Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Persturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingyi
Momor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tala Kerje Unversitas
Mulawarman.

Eahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dar kolahorasi kegiatan
Perelitian Mocdel Transformasi Pembangunan Deasa Inklusit dan Berkelanjuzan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan keducdukan dan kewenangan
masing-masing PARA PIHAK menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam
Perjanjian untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat
dergan syaral dan ketentuan sebagai berikut:

(1)

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Ma<sud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk
melakukan kerja sama-dan kolaborasi kegiatan enelitiar Vodel Transformasi
Pembangunan Desa Inklusif dan Berkelanjutan.

TujJdan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antar
PIHAK dalam melaksanakan kena sama dan kolaborasi kegiatan Penelitian
Model ransfcrmasi Pemrhangunan Desa Inklus f dan Berkelanjutan.
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PASAL 2
RUANG LINGKUP

Huarg lingkup Perjanjian iri maliputi:

a. kegmtan Penzlitian Model Transfcrmasi Pembangunan Desa Inklusif dan
Berkelanjutan;

E. pendayvagundadr sumber daya peirsonil danfalau lenaga ahli,

L. pemanfaaglan data dansatau informasi, serta pengetahuan (knowledge skaring)
yang dibutuh<an da am pelaksanaan Perjan ian iri;

¢. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK;

€. publikasi bersama pada jurral internasianal bereputasi olch PARA PIHAK

f  penyelenggaraan workshop/sem narlknowledge sharing/focus group discussion
yang dilaksanakan bersara olch PARA PIHAK; dan

C. Egcnyusunan aporan akhir.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan Perjanjian iri maka masing-masing PIHAK menunjuk
satuan kerja/organisasi sebaqgai pelaksana Perjanjian, sebaga berikut:

a. PIHAK KESATU Tenunjuk:
Dr. Komalawati, S.P., M.Phil., selaku Pereliti Ani Muda Pusat Riset
<operzsi, Korporasi, dar Ekonomi Kerzkyazn.

b, PIHAK KEDUA mmanunju<
Daryono, S.50s., MSi, PhD, selakl. Wakil 0[D=kan Bidang

Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasema Fakultas llmu Sosial dan Iimu
Politik. Universitas Mulawarman.

(2) Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Perjanjian ini, pelakszna Perjanjian meryusun dan menyepakati rercana
kerja.

(3) Rencena kerja sebagaiTana dimzsksud paca ayat (2) Lerisi rencana kegiatan
yvang akan dilaksanakan mencakup antara lain tujuan, sesaran, output, zshapan
dan jadwal pe aksanaan, personil yang terlibat, pembiayaan, serta hal-hal lain
yang dianggap perlu.

(1) HKeanggotaan tim ker a sama akan ditetapkan dergan Keputusan Kepaa Pusat
Riset Kooerasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyzatan dan/atau Dekan Fakultas
lImu Sosial dan limu Politik, Universitas Mulawarman.

(5) Apabila szlah satu PIHAK akan melibatkan PIHAK |zin di dalam pe aksanaan,
maka wajib mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK lainrya.

(6) Rencana kerja sebegaimana dimaksud pada avat (3] menjadi bagian yang t dak
te-pisahkan dari Perjanjian ini.

(7) Dalam meleksanakan seliap kegiatan berdasarkan Perjanjian in PARA PIHAK
harus merperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan prosecur dan
ketentuan lainnya yang berla<u bag PARA PIHAK.
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PASAL 4
KORESPONDENSI

(1) Setiap dan selu-uh peTkertahuan, surat-manyurat dan koraspondensi lainnya
seauhungar dengan <etentuzn-ketentean dalam Perjanjian wajib ciberitanukan
secara tertulis melalui jasa «urir atau pos tercatat atau melalui surat elektranik
dengan tanca terimrza yang je as ci alemat masing-rmasing PIHAK sebagai oerikul:

a  Untuk PIHAK KESATU:
Pusat Risa: Kooerasi, Korporasi, dan Ekonomni Kerakyatan
Organizasi Riset Tata Kclola Pecmerintahan, Ekonomri, dan Kesecjahteraan
Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasicnal
Gedung Widya Graha Lantai @
JI Gatat Subroto Mo.1J, Jakarta 12770.

Name . Irwanda Wisau Wardhana, 5.5 ., MPP., Ph.D |
Jabatan © Kepala Pusat Kiset Koperasi, <orporasi,
dan Fkonomi Kerakyatan
Trlapnn © 087110646805
=-mail . prkkekd@brin.go. d

b, Jnluk PIHAK KEDUA:
=akultas llmu Sosial dan llrmu Palitik, Univarsitas Mulawarman
Jalan Tanah G-ogct, Kampus Gunung Kelua, Samarinda,
Kaliman:en Timur 75123,

Nama * o Dr. Finnah Furqoriah, M.Si,

Jabatan . De<an Fakultas llmu Sosgia dan limy  Politik,
Un versilas Mulawarman

Talepon . (C541) 4121937 / D31-2539-7349

E-mal . kerjasama@fisip.unmul.ac.id

(21 Korespancensi dianggap telah dikirimkan: a) dengan adanya tanca teriva lertulis
yvang ditandalangani oleh pznerima jika kcrespordensi tersebut ciserah<an
langsung; b) dengan lewatnya 7 (tuuh) hari kalender sejak tangcal
pengeksposan sural; alau o dengan lewalnya 1 x 24 jam seak waxiu yang
lerlera delam  laporan dilakukarnya trensmisi elektronik yang layak |ika
korespcndensi dilakukan dengan sural elektronik.

(3) Dalam hal terdapat perubahan korcspondecnsi scbagaimana dimaksud pada ayat
(1} maka tidak diperikan perubanan terhadap Perjanjian in, namun PIHAK
yang mela<ukan perubahan wajib menyampaikan pember tahuan tertulis kapada
PIHAK lzinnyz paling lambat 7 (tujuh) bari kalender Tanpa adanya
cemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukzn ke alamat yang lama akan
cianggep telah dilakukan ses.uai dencen Perjanjian ini.
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PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. Hak PIHAK KESATU:

i

2

meriperoleh rencdna  kegialan  penelitian yang  disusun  bersama
PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini;
mendapatkar fasilitas berupa sumber daya manusia dan kepzkaran
dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan penelitian bidang Koperasi,
Korporasi dan Ekonomi Keraloyatan;

mendapatkar dukungan deta dan/atau informasi sccare lengkap terkait
pelaksanaan Perjanjian ini dari PIHAK KEDUA,;

mencapatkar dukurgan sarana dan prasarana yang cibutuhkan dalam
pelzksanaan Perjanjian ini dari PIHAK KEDUA; dar

mencapatkan lzporan hasil penelitian yang disusun bersama dengan
FIHAK KEDUA.

h. Kewajiban PIHAK KESATU:

i 5
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3.

4.

membuat rencana kegiatan penelitian bersama dengan PIHAK
KEDUA;

memfasililasi penyediaan data den informasi yang dibutuhkan oleh
PIHAK KEDUA dalar pelaksanaan Perjanjian ini;

mencantumkan nama/logc PIHAK KEDUA pada dokumentkegatan
dari hasi penelitian dan kajian bersamaskolaberasi dengan PIHAK
KEDUA yang bersifat non komersial; dan

mermbuat laporan hasil penelitian bersama dengan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA. mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. Hak PIHAK KEDUA:

;P

2.

tn

mempercleh rencana kegiatan penelitian yang disusan bersema
PIHAK KESATU sesuai dercan ruang ling<up Perjanjian ini;
mendspatkan fasilitas herupa sumber daya manusia dan kepakaran
dari PIHAK KESATU dalam kegiatan penesitian bidang Koperasi,
kerparasi dan Ekonomi Kerakyatan;

mendzpaltkan dukungan data danfatau informasi secara leng<ap terkait
pelaksanaan Perjanjian ini dari PIHAK KESATU,

mendepatkan dukuncan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan Perjanjian ini dari PIHAK KESATU,; dan

mendepatkan laporan hasil penelitian yang disusun bersama dangan
PIHAK KESATU.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. memouat rencana kegiatan penelitian bersama dengan PIHAK
KESATU;

2. memfasiltasi penyeciaan data dar informasi yang dibutunkan oleh
FIHAK KESATU dalam pelaksanaan FPerjanjian ini,

4. mencantumkan namafdogn PIHAK KESATU pada dokumen/kegiatan
dari nasil penelitian den kaian bersamalkolaborasi dengan PIHAK
KESATU vanc bersifat non <omersial; dan

4 membual laporan hasil penelitian bersarma dengan PIHAK KESATU.
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PASAL 6
PEMBIAYAAN

Fembiayaan yang timbil sebagai akihat dari p=laksanaan Perjanjian in dibebankan
kepada masing-masing PIHAK sesua dangan tugas dan tanggung jawab masing-
masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ksienluan
peraluran perundang-undangsin.

(1)

(2]

PASAL 7
HASIL KERJA SAMA

Hasil dari kerjasama yang diatur berdasarkan Perjanjian ini adalah:

a. Lapo-an Hasil Penslitian; dan
b. Karya Tuis limiah;

Hasil kerja sama sebagairana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapal
dimanfaatken dalam rangka menunjany kuelilas pelaksanaan luvas dan funygsi
PARA PIHAK sesuai dengan lujuan Perjanjian ini.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untik jangka waktu 2 (doa) tahun terhitung sejak
ditandatanganinya Perjanjian ini, dan dapa: diperpanjang berdaserkan
kesepakatan PARA PIHAK.

Apebila Perjanjian ini akan diperpanjang, maka PIHAK vyanc ingin
mempzrpanjang terlebih cahulu harus mernyampaikan pemberitahuar kepada
PIHAK lainnya secara terulis paling lambat 3C (tiga puluh) hari kalender sebaium
berakhirnya Perjanjian ini, dan PARA PIHAK akan menindaklanjutinva dengan
rapat kocrdinasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini.

PASAL 9
PENGAKHIRAN

Perjanjian berakhir apabila:
a. Masa berlaku Perjanjian sebagzimana dimaksud dalam Pasal & ayat (1)
telah kerakhir dan tidak dipcrpanjang; atau

b. PARA PIHAK sepakat untuk mengalkhiri Perjanjian sebelum jargka waktu
berakhir vang dituangkan dalam pernyataan bersama seca-a tertulis.

Nalam hal salah satu FIHAK hermaksud mergakhri Perjanjian setbagaimana
cimaksud pada ayat (1) huruf b, maka PIHAK yang ingin mengaxhiri, terebih
cahulu harus menyampaikan pemoeritahuan kepada PIHAK lainnya secara
tertulis paing lambat 30 (liga puluh) Fari kalender sebelum Perjanjian ingin
ciakliri

i1
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(1)

(2]

(1]

(1}

(£)

(3}

(1)

PASAL 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan eveluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara berkala
sekurang-kurangnva 1 (satu) fahin sekall s2cara bersama-sama oleh PARA
PIHAK.

Hasil pemanzuan dan eveluasi sekagaimana dimaksud pada ayat () akan
digunzkan sebagai masukan dan bahan periTvbangan dalam kerjz sama
selanjutnya.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ni tunduk dan karenanya wajin ditafsirkan menurut ketantuan dan
peraturan perundang-urdangan Republik Indonesia.

PARA PIHAK sepakzst bahwa setiap dan semua pszrselisihan yang mungkin
timbul sebagai akibat dari penafs ran danfatau pelaksanaan Perjanjian ini akan
diselesaikan secara musyawarah uLntuk mufakat.

PASAL 12
KEADAAN KAHAR

kewajiban salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini 2kan citangguhkan sepanjang
dan selama pelaksanaannya leradlang oleh  pzarsengkzldan perburchan,
musibah/bzncana alam, perubahan  terhacap  perawran  perundang-
undangan/kedijaker pemerintah, perang atau keadaan yang tmbul dari stau
sebagai akibat perang, yarg dinyatakan maupun vanc tidak, huru hara, tinda<an
sabotase olen teroris azzu lindak pidana lainrya, makar atau pemberontakan,
kebakaran, peledakan, gempa bami, badal, banjr. letusan gunung berapi,
lkekeringan atav <ondisi cuaca yang luar biasa buruk, kccelakaan atau scbab-
sebao lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kehar').

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar PARA PIHAK satuju bahwa PIHAK yang hidak
terkena Keadaan Kanar tdak danat mengajikan funtutan huokum asapun
terhadap PIHAK yang terkzna Keadaan Kakar.

PIHAK yang lerkens Keadaan Kahar waib membe-ichukan Keadaar Kahar
tersebu: secara tzrtulis dan menjeaskan kejadian dan akibat vang ferjad serta
tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketertuan
sesJai dengan Perjanjian ini kepada PIHAK lainnya paing lambat 14 (smpat
belas) hari kelender setelan terjadinya Keadaan Kahar.

PASAL 13
KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Kecuali diwajibkan oleh peratu-an perundang-Lndangan yang herlaku. tidak ada
sat PIHAK prn dalam Perjanjian iri yang dibenarkan untuk mengurgkap<an isi
cdari Perjanjian ini dan/atau memanfaatkan data can/atau informasi yang

N I -
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(3)

digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yang bersifat teknis maupun
komersial dalar bentuk apapun.

Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh PARA
FIHAK, penas hat profesional, manajemen, perscnil den subkenlraklur alaupun
PIHAK-PIHAK lain yany perlu untuk mengzahui dan menggunakan data
danfalau infonmasi rehasie dengan ksentuan PIHAK-PIHAK lain terscbut
mendagat pe-setujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK,

Jika dipariukan dalam peslaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat uriuk
selanjutnya menandatangani Perjanjian Larargan Pengungkapan Informasi
Rakasia yang mecrupakar bagian tida< terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 14
KEKAYAAN INTELEKTUAL

PIHAK yang membawa kekayzan in'eleklual yeng te ah ada sebelum Perjanjian
ini berlaku, harus memastikan bahwa kzskayaan intelektual dimaksud tidak
melanggar kekavaan intelektual PIHAK lain dan wajib bertanggung jawab
terhadap setiap klaim dari PIHAK lain menyangkut pelaksanaan kekayaan
intelektual bawaan diTaksud.

Apzbila dzlam pelaksaraan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini menghasilkan
kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama PARA PIHAK yang akan
diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.

Transfer teknologi dan/atau  komersialisasi atas  kekayaan intelek.ual
sebagaimane dimaksud pada ayet (2] akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 15
PUBLIKASI

PARA PIHAK berhak untuk melakukan publikasi nformasi ‘erkait proses

can/atau hasil dari pelaksaraan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini sepanjang

informasi te-sehut bukan merninakan nformasi yang bersifat rahasia.

PARA PIHAK dalzrm melakukan publikasi sebzgaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib.

. memastikan bahwa pablikasi yang dilakukan tida< merugikan PIHAK lainnya;
can

b. mencentumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan
ciperoeh dar kegiatar bersame PARA PIHAK vyang penulisannya
memparhetikan etika publikasi yang berlaku. .

Tidak ada satupun PIHAK dalam Perjanjian ini dapat menggunakar identitas,
termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik PIHAK lainnya, untuk publikasi dan
atau kegiatan apapun tanpa mempe-cleh persetujuan tertulis terlebih dehulu dari
PIHAK lainnyg.

A |
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PASAL 16
PEMBATALAN KARENA WANPRESTASI

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dzn Pasal 126/ Kitab
lIndang-lindang Hukum  Percata, Perjanjian ini dapat digkhiri dengan
pemberitahuar secara ‘ertulis te-ebih dahulu oleh salah satu PIHAK apabila
PIHAK lairnya melakukan wanprestasi karera tidek memenuhi syaral-syarat dan
ketertuan-ketentuan dari Perjanjian ini dan wanpreslasi lersebul lidak dapal
diperoaikl daam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak citerimenya surat
pemberitahuar tertulis dari salak satu PIHAK atau apakila karena sebab apapun
juga salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibar sehingga
mengzkibatkan dampak negatif yang sangat berarti mena-ut Perjanjian ini.

Pengakhiran Perjanjian sabagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menghapus<an kewajiban-kewajiban PARA PIHAK vang telah timbu dan belum
dilaksanzkan sampai saat berakhirnya Perjanjian ini, dan oleh karenanya
PIHAK yang masin mempunya hak dan <ewajibar yang belum dipenuhi dan
dilaksanzkan terhadap PIHAK lainnya fetap terikat atas pelaksanaan hak-hak
dan kewajiban-kewajihan yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.

PASAL 17
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum d atur serta perubahan yang diperiukan calam Perjanjian ini akan
diatur dan ditetapkan <emudian calam amendemen dan/atau adendum yang
disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.

Nemikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup,
masing-masing berlaku sebagai aslinva dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Fakultas llmu Sosial dan [Imu Paolitik,
Ekonomi Kerakyatan, Universitas Mulawarman,
Organisasi Riset Tata Kelola Dekan,

Badan Riset dan Inovasi.Nasional,

Pemerintahan, Ekonomi,
dan Kcscjahteraan Masyarakat,
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Naskal: Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Riset Koperssi, Korporasi. den
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Sosial dan llmu  Fdlitik, Universitas Mulawarman tentang Peneliar Model
Transunmasi Pembanguran Desa Inklusil dan Berkelanjatan.
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